
"'C 
t"'1 � 
§l 

� 
� �  �  �  C".I  =  

'""3  � �  z  e  "'Cl  

>  >  1;  0  
"'C  t"'1  

=  � z  s=  � �  e  0  z  z  "'C  
'""3  �  z ....,  

>  � �  � �  t"'1  0  z  "'C  i:j  z  0\  

C".I  

? �  
'""3  '""3  C".I  �  e z  

i  
>  �  t,  ;i,. >  
=  e  i-J  C".I  e  e >  

> �  z  >  t"'1  
N  z  i:j  N  � �  0  '""3  >  0  
.....  ....  > ::c  ....  � z  ....  

t""  

> =  >  
§ �  §  

�  
""'  >  
i:j  
>  
t"'1  

�  



Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOROlo TAHUN 2011 

TEN TANG 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAI-IA ESA 

BUPATI KEl'ULAUAN TALAUD, 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan perubahan antar unit 

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 

pembiayaan dalam tabun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan 

APBD tahun anggaran 20 1 1 ;  

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurufa, perubahan APBD tahun 

anggaran 2011  perlu ditetapkan Peraturan Daerah 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun t 994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nornor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3688), 

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembemukan Kabupaten 

Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 

Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 2183), 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286), 

PERUBAAAN ANGGARAN PENDAl'ATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAI-IUN ANGGARAN 2011 



5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Pertanggung-jawaban Kcuangan Negara (Lcmbaran Ncgam Tahun 2004 

Nomor 66, Tnmbahan Lembaran Negara Nomor 4900): 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Lentang Pcmcrintahan Dacrah 

(Lcmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437); sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dcngan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kc Dua alas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembarnn Negara Nomor 4438); 

I 0. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Relribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara 

Nomor 5049); 

1 1 .  Peraturan Pemerimah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah; 

12. Peraruran Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 1 18 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor4138); 

13. Peraturan Pcmcrintnh Nomor 66 Tnhun 200 I ten tang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 200 I Nomor 1 19,  Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Panai Politik; 

15. Peraturan Pemerintnh Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara 

Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem lnformasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4576); 

17. Peraruran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah {Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembarnn Negara Nomor 4577); 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja lnstansi Pemcrintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

2 1 .  Peraturan Menteri Oa1am Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman 

Pengelolaan Keuangan Oaerah, sebagaimana Lelah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 I Tahun 2007 tentang 

Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoma.n 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2 0 1 1 ;  

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 6  Tahun 2010 tentang Pedoman 

Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 20 1 1 ;  

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2011  tentang Koreksi Alokasi 

Dana Alokasi Um um Tahun Anggaran 2 0 1 1 ;  

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Dacrah 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2006 Nomor 06 Seri E); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2010 

tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kcpulauan 

Talaud Tahun Anggaran 2 0 1 1 ,  (Lembaran Daernh Kabupaten Kepulauan 

Ta.laud Tahun 2010 Nomor 03 Seri A). 

I 



Oengan Persctujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

DAN 
BUPATI KEPULAUAN TALAUD 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pcrubahan Tahun Anggaran 201 I dianggarkan sebesar 

Rp. 405.003.758.146,- mengalami kenaikan 5.76%.- atau sebesar Rp. 22.054.927.176,- dari 

APBD lnduk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 382.948.830.970.- deng,an rincian bagai berikut : 

405.003.758.146.- 

Rp. ( 10.415.8 I 4.084,51 ),· 

Rp. 382.948.830.970,­ 

Rg. 22.054.927.176,­ 

Rp. 

Rp. 383.164.027.639.­ 

Rp. 11.423.916.422,49.- 

Rp. 394.587.944.061.49.- 

Rp. 29. 142.577.646,­ 

Rp. (952. I 86.541.-) 

Rp. 28. I 90.391. I 05,- 

Rp. 29.357. 774.3 I 5.­ 

Rp. ( I I .583. I 97.294,5 I).- 

Rp. I 7. 774.577.020,49,- 

Pasal I 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.  

I) Semula 

2) Berkurang 

Jumlah pcnerimaan setelah pcrubahan 

b. Bertambah 

JumJab Pendapatan setelah perubaban 

b. Pengeluaran 

I) Semula 

2) Berkurang 

Jumlah pcngeluaran setelah perubahan 

Mcnetapkan 

I . Pendapatan 

a. Semula 

2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Dcfisit sctelab pcrubahan 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri dari jenis : 

a. Pajak Daerah sejurnlah 

(I) Semula Rp. 1.147.128.421,- 

(2) Bertarnbah Rp. 47.061.957,- 

a. Pendapatan Asli Daerah 

(I) Semula Rp. 7.000.158.000,- 

(2) Bertambah Rp. 0,- 

Jumlah pendapatan asli daerah sctelah perubahan Rp. 7.000.158.000,- 

b. Dana Perimbangan 

(I) Semula Rp. 342.544.065.366.- 

(2) Berkurang Rp. (I .  756.165.139),- 

Jumlah Dana perimbangan setclah pcrubahan Rp. 340.787.900.227,- 

c. Lain-lain Pendapatan Dacrah Yang Sah 

(I) Semula Rp. 33.619.804.273,- 

(2) Bertambah Rp. I 3.180.081.561,49,- 

rasal 2 

2.537.017.125,- 

1.194.190.378,- 

3.268.950.497.- 

Rp. 46.799.885.834,49,- 

Rp. 

Rp. 3.662.908.000,­ 

Rp. ( 1.125.890.875),· 

Rp. 

Rp. 

Rp. 2.190.121.579,­ 

Rp. 1.078.828.918,- 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daemh Yang Sah 

setelah perubahan 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Oaerah setelah perubahan 

(I) Semula 

(2) Bertarnbah 

Jumlah pajnk daerah setelah perubahan 

b. Retribusi Daerah scjumlah 

(I) Semula 

(2) Berkurang 

Jumlah retribusi dacrnh setclah pcrubnhan 

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Jumlab Pcmbiayaan Netto serelah perubaban Rp. 10.415.814.084,51,­ 

Sisa Lebih Pembiayaan Angganrn Tahun Berkenaan Rp. 0,- (Nibil) 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pnsul I terdiri dari: 



a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Duemh lainnya 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tcrdiri 

dari jenis pendapatan : 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis 

pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

(I) Semula Rp. 18.370.451.366,- 

(2) Berkurang Rp. {I .506.645. 139),- 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

7.391.496.000,- 

34.044. 762.160,- 

16.863.806.227,- 

Rp. 

Rp. 27.425.853.200,­ 

Rp. 6.618.908.960,- 

Rp. 0,­ 

Rp. 7.391.496.000,­ 

Rp. 

Rp. 6.193.951.073,­ 

Rp. (830.323.398,5 I),- 

Rp. 5.363.627.674,49,- 

Rp. 278.873.014.000,­ 

Rp. (235.120.000).- 

Rp. 

Jumlah Dana Penycsuaian dan Otonomi Khusus 

setelah perubahan 

(I) Semula 

(2) Bertambah 

Jumlah Dana Penyesuaian Pendidikan 

(I) Semula 

(2) Berkurang 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 

setelah pcrubahan 

c. Dana Percepatan Pembangunan Tnfrastruktur Daerah 

b. Dana Alokasi Umum 

(I) Semula 

(2) Berkurang 

setelah perubahan 

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi K.husus 

(I) Semula 

(2) Benambah 

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 278.637.894.000,- 

c. Dana Alokasi K.husus 

(I) Semula Rp. 45.300.600.000,- 

(2) Berkurang Rp. (14.400.000),- 

Jumlah Dana Alokasi Khusus sete\ah perubahan Rp. 45.286.200.000.- 



Pasal 3 

(I) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I tcrdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung 

325.237.368.- 

11.812.749.500,- 

19.631.700.000.- 

Rp. 405.003.758.146,- 

Rp. t 96.662.141.353,- 

Rp. 

Rp. 382.948.830.970,­ 

Rp. 22.054.927.176,- 

Rp. 193.065.505.800,­ 

Rp. 3.596.635.553,- 

Rp. 3.954.000.000.­ 

Rp. 7.858.749.500,­ 

Rp. 

Rp. 19.650.000.000,- 

Rp. (18.300.000).- 

Jwnlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan 

Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan 

Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 

I) Semula 

2) Bertambah 

b. Belanja Hibah 

I) Semula 

2) Bertambah 

JumJah belanja Hibah setelah perubahan 

c. Belanja Bantuan Sosial 

I) Semula 

2) Berkurang 

b. Belanja Langsung 

I) Semula Rp. I 53.394.987.802.- 

2) Bertambah Rp. I0.757.042.123,- 

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. I 64.152.029.925,- 

a. Belanja Pcgawai 

I) Semula 

2) Bertambah 

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Oesa 

1) Semula Rp. 325.237.368.- 

2) Bertambah ,,R..,p�. ----�0,- 

Jumlah belanja Bagi Hasil Kepada Rp. 

Pemerintah Desa setelah perubahan 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a Lerdiri dari dari jenis 

belanja: 



(3) Bclanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (I) hurut' b tcrdiri dan dan jcms 

belanja: 

a. Belanja Pegawa, 

b. Pengeluaran sejumlah 

2) 8ertambah Rp. 2.Jb2.55b.MJJ.- 

Jumlah belanja Pegawai setelah pcrubahan Rp. 

500.000.000,- 

11.919.900.000,- 

71.809.499.708,- 

9.256.943.200,- 

83.085.587.017,- 

Rp. 

Rp. 28.190.391.105,- 

Rp. 

500.000.000.- 

u.- 

Rp. 

Kp. 

Rp. 6.894.386.367.- 

Rp. 68.816.304.849.­ 

Kp. 2.993.194.859,- 

Rp. 77.684.296.586.­ 

Rp. 5.401.290.431,- 

Rp. 

Rp. 29.142.577.646,­ 

Rp. (952. J 86.541,- l 2) Berkurang 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan 

I) Semula 

e. 1:ielanJa Bantuan Keuangan Kepada Pemermtahan Dcsa 

I) Semula Rp. 12.059.100.000.- 

2) l.ierkurang Kp. C IJ9.!W.UO\J),- 

Jumlah belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp. 

r'emermtan uesa setetan peruoanun 

Jumlah bclanja Tidak Tcrduga setelah perubahan 

t. Betanja l 1dak I erduga 

I) Semula 

.l) 1:icrtambah 

Pasul 4 

Jumlah belanja Modal sctclah pcrubahan 

c. Belanja Modal 

I) Semula 

2) Bertambah 

b. Belanja Barang dan Jasa 

I) Semula 

2) llertambah 

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan 

(I) Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam pasal I tcrdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah 

1) Semula 



Pasal 5 

2) Berkurang Rp. (11.583.197.294,5 l},- 

Jumlah Pengeluaran sctelah perubahan Rp. 17.774.577.020,49,- 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

pasaJ I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Pcraturan 

Oaerah ini, terdiri dari : 

750.000.000,- Rp. 

29.357.774.315,- 

Rp. (952.186.541,-) 

Rp. 28.190.391.105,- 

Rp. 

llingkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan 

Pemerintahan daerah dan organisasi; 

Ill Rincian APBD Menurut Urusan Pemcrintahan Oaerah. Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organ.isasi, 

Program dan Kegiatan; 

V Rekapitulasi Belanja Oaerah untuk kesclarasan dan keterpaduan 

urusan Pernerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 

pcngelolaan Keuangan negara; 

VI Daftar Perubaban JumJah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

Jumlah Modal (lnvestasi) setelah perubahan 

2) Berkurang 

Jumlah SiLPA setelah perubahan 

I) Semula 

b. Pembayaran kepada Pihak Ketiga yang belum diselesalkan sejumlah 

I) Semula Rp. 28.607.774.315,- 

2) Berkurang Rp. (11.583.197.294,51},- 

Jumlah kepada Pihak Ketiga setelah perubahan Rp. I 7.024.577.020,49.- 

6. Lampiran 

4. Lampiran 

3. Larnpiran 

I .  Lampiran 

2. Lampiran 

5. Lampiran 

(2) Penerimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jcnis pcmbiayaan : 

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah 

I) Semula Rp. 29.142.577.646.- 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( I)  huruf b terdiri dari jcnis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah 

I) Semula Rp. 750.000.000,- 

2) Bertambah Rp. 0,- 



7. Lampi ran Vil Dafiar Piutang Daerah; 

8. Lampi ran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvcstasi) Daerah; 

9. Lampiran IX Daflar Perkiraan Pcnambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah; 

10. Lampi ran x Daftar Pcrkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; 

1 1 .  Lrunpiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran scbclumnya yang bclum 

disclesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XIJ Daflar Dana Cadangan Daerah; dan 

13. Lampi ran XIII Dafiar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

Pas:116 

Bupati Kepulauan TaJaud menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Jandasan operasional pelaksanaan. 

Pasa! 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatcn Kepulauan Talaud. 

Ditetapkan di Melonguane 
pada tanggal, .ic:; Oktober 20 I I 

Plt._Jlll!?ic\ Tl KEPULAUAN T ALAUD 
? :'W�KIL BU Tl, 

� �  
.,,  COS"l'l).NJ"INE GANGGALI 


